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Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh ASN, 

sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos 

kerja dan disiplin kerja ASN secara umum masih terrgolong rendah ini disebabkan 

banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para ASN. Permasalahan tersebut 

antara lain kesalahan penempatan dan ketidak jelasan jalur karier yang ditempuh 

namun, pemerintah terus berusaha melakukan reformasi birokrasi ditubuh ASN. 

Salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi adalah tercapainya suatu tujuan 

organiasi, karena didalamnya mengandung unsur-unsur penilaian kinerja ASN 

antara lain : ketaatan/kepatuhan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan 

tugas termasuk sikap disiplin, rasa tanggung jawab yang tinggi, loyalitas terhadap 

tugas yang diberikan sehingga dapat mengarahkan segala SDM secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan organisasi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui Penegakan Sanksi Administarsi Terhadap Aparatur Sipil Negara 

Pemerintah Kota palembang yang melanggar Disiplin Dalam Upaya Mewujudkan 

Good Governance dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Sanksi 

Administarsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota palembang yang 

melanggar Disiplin.  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Yang 

didukung dengan data dan wawancara dengan narasumber sebagi pelengkap. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai 

kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian 

hukum tertulis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Sanksi Administarsi 

Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang yang melanggar 

Disiplin telah menurunkan tingkat pelanggaran disiplin yang cukup signifikan 

dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi 

administrasi tersebut cukup efektif. Penegakan Sanksi Administarsi tersebut 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 

800/071/BKPSDM.V/2018 tentang Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara; 

Keputusan Walikota Palembang Nomor 00S/KPTS/BKPSDM-V/2018 tentang 

Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN; dan Keputusan 

Walikota Palembang Nomor 006/PTS/BKPSDM-V/2018 tentang Pembentukan 

Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN. 

Sedangkan Kendala dalam pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak 

mask kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Palembang 

terletak pada faktor penegak hukum/aparatur dan faktor budaya. Dari faktor 

penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat Tim Pemeriksa dan Tim Pertimbangan 

tidak di tempt karena pejabat yang ditunjuk memiliki kesibukan dan aktifitas 

tupoksi tugas dan tanggung jawab jabatan pokoknya masing-masing  

 

Kata kunci : Sanksi Administarsi, Aparatur Sipil Negara, Good Governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Sejak diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja  yang bekerja pada instansi pemerintah disebut sebagai 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat Pegawai ASN). Dalam 

Undang-Undang ini, disebutkan secara tegas bahwa Aparatur Sipil Negara 

merupakan profesi bagi pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan Menejemen ASN berdasarkan 

pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon 

dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan. 

“Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk membentuk suatu 

masyarakat adil dan makmur, seimbang material dan spiritual berdasarkan 

Pancasila di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nasional itu 

terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara.”
1
 

 

“Tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri sipil (sebagian dari 

aparatur negara) pegawai ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia 

aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan terhadap 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh H. Nainggolan.”
2
  

 

 

 

                                                 

1
 Moh. Mahfud MD, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta,  Liberty, 1998, hlm, 

2. 
2
 H. Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, PT. Pertia, 1987, hlm, 23. 
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“Bahwa kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 

Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara, dan 

kesempurnaan aparatur negara tergantung dari kesempurnaan pegawai 

negeri. Pegawaai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah pegawai 

negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945.”
3
  

 

Perlu diketahui pengertian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 

2014 selanjutnya disebut Undang-Undang ASN, yaitu sebagai berikut :  

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada istansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suattu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa ASN menjadi tumpuan dalam 

pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, 

namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdaat sejumlah permasalahan 

yang dihadapi oleh birokrasi Indonseia berkenaan dengan sumber daya 

manusia (selanjutnya disingkat SDM).  

“Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah Pegawai 

Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) dan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya  kalitas dan ketidaksesuaian 

kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidak jelasan jalur 

karier yang dapat ditempuh.”
4
  

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Marsono, Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, 

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jakarta, Ikhtiar, 1974, hlm 66. 
4
 Ambar Teguh Sulistiyani, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber 

Daya Manusia, Yogyakarta, Penerbit Gaya Media, 2004, hlm, 329, 
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“Permasalahan lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil kerja santai, 

pulang cepat dann mempersulit urusan serta identik dengan sebuah 

adagium “mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit” Gambaran 

umum tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak masyarakat di 

Indonesia.”
5
 

 

Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh ASN, 

sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos 

kerja dan disiplin kerja ASN secara umum masih terrgolong rendah ini 

disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para ASN. 

Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan ketidakjelasan 

jalur karier yang ditempuh namun, pemerintah terus berusaha melakukan 

reformasi birokrasi ditubuh ASN. Salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi 

adalah tercapainya suatu tujuan organiasi, karena didalamnya mengandung 

unsur-unsur penilaian kinerja ASN antara lain : ketaatan/kepatuhan, kesetiaan, 

kesungguhan dalam menjalankan tugas termasuk sikap disiplin, rasa tanggung 

jawab yang tinggi, loyalitas terhadap tugas yang diberikan sehingga dapat 

mengarahkan segala SDM secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

organisasi. Penerapan disiplin yang tinggi diupayakan agar timbul dari 

kesadaran ASN sehingga berpotensi terciptanya produktivitas organisasi yang 

dapat mempercepat pencapaian tujuan organissasi.  

Tingkat produktifitas ASN di negara berkembang termasuk Indonesia 

dianggap masih rendah, tentunya anggapan ini tidak boleh digeneralisasikan 

untuk semua instansi ataupun semua individu ASN, untuk itu pada tanggal 6 

                                                 

5
 Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Yogyakarta, 

Graha Ilmu, 2006, hlm, 7.. 
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Juni 2010 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya 

disingkat PP) RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP RI Nomor 

53 tahun 2010 ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi PP RI Nomor 

30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, diantaranya : 

1. Kondisi disiplin PNS yang masih belum optimal; 

2. Telah hampir 30 (tiga puluh) tahun masa berlakunya; 

3. Beberapa substansi materi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan 

lingkungan strategis yang terus berkembang; 

4. Penerapan jenis hukuman disilin sangat variatif. 

Sedangkan tujuan diberlakukannya PP RI Nomor 53 tahun 2010 tentang 

Disiplin PNS, diantaranya ; 

1. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi; 

2. Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi PNS; 

3. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan prilaku PNS; 

4. Meningkatkan kedisiplinan PNS; 

5. Mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh PNS. 

“Perwujudan pemerintahan yang bersih  dan berwibawa diawali 

dengan penegakan disiplin secara nasional dilingkungan aparatur negara 

khususnya PNS. Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih kurang 

mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.”
6
 

 

 

                                                 

6
 Ambar Teguh Sulistiyani, Op. Cit, hlm, 241 
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Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu Daerah Otonom yang 

menyelengarakan Pemerintahan memiliki jumlah pegawai negeri sipil 

sebanyak 11.507 (Sebelas Ribu Lima Ratus Tujuh) Orang, yang terdiri dari 

golongan I – IV dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 1 . 

PNS Pemkot Palembang Berdasarkan  Golongan/Pangkat 

 

JENIS 

KELAMIN 

GOL   I GOL  II GOL  III GOL  IV JUMLAH 

LAKI-LAKI 77 670 1.874 832 3.453 

PEREMPUAN 11 794 3.392 3.857 8.054 

JUMLAH 88 1.464 5.266 4.689 11.507 

                 Sumber data : BKDPSDM Kota Palembang Tahun 2019. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pembinaan ASN 

dilingkungan Pemerintah Kota Palembang adalah menjadi tugas dari Sekretaris 

Daerah Kota palembang. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) PP RI Nmor 53 

Tahun 2010 bahwa yang termasuk pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan, 

atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau 

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam 

maupun di luar jam kerja. Berikut adalah data ASN Pemerintah Kota 
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palembang yang melanggar disiplin tahun 2018, sesuai kategorinya 

sebagaimana tabel berikut : 

TABEL 2 .  

PNS Pemkot Palembang Yang Terkena Sanksi Tahun 2019. 

 

RINGAN SEDANG BERAT JUMLAH 

198 3 2 203 

                    Sumber Data : BKDPSDM Kota Palembang Tahun 2019.  

 

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa pelaksanaan penegakan 

sanksi Administrasi terhadap PNS pada Pemerintah Kota Palembang telah 

dijalankan mengikuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010, tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan keberatan atas sanksi yang diberikan 

terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pada umumnya belum 

dipahami oleh para PNS yang terkena sanksi disiplin, hal ini dikarenakan 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi/ pejabat pembina Pada 

Pemerintah Kota Palembang. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

menelitinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Sanksi 

Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota palembang 

Yang Melanggar Disiplin Dalam Upaya Mewujudkan Good Gcernance.” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul Skripsi tersebut di atas, maka beberapa permasalahan 

pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Penegakan Sanksi Administarsi Terhadap Aparatur Sipil 

Negara Pemerintah Kota palembang yang melanggar Disiplin Dalam Upaya 

Mewujudkan Good Governance ? 

2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Sanksi 

Administarsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota palembang 

yang melanggar Disiplin? 

C. Ruang Lingkup 

Sebagai pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka 

ruang lingkup dari penelitian Skripsi ini adalah menyangkut penegakan sanksi 

Administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang yang 

melakukan pelanggaran disiplin dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

Penegakan Sanksi Administarsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Pemerintah 

Kota palembang yang melanggar Disiplin,  namun tidak tertutup kemungkinan 

menyinggung hal-hal  lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.    

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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a) Menganalisis dan menjelaskan Penegakan sanksi Administrasi terhadap 

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota palembang yang melanggar 

Disiplin Dalam upaya mewujudkan Good Governance.   

b) Menganalisis dan menjelaskan Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

Penegakan Sanksi Administarsi Terhadap Aparatur Sipil Negara 

Pemerintah Kota palembang yang melanggar Disiplin.   

2. Kegunaan Penelitian 

Secara garis besar kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum 

Administrasi Negara, yang diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran dan untuk menambah bacaan-bacaan yang mungkin sudah ada 

khususnya yang menyangkut masalah ukum Kepegawaian. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan 

masukan bagi Penyelenggara Pemerintahan, terutama aparatur sipil 

negara, maupun pejabat pemerintahan dan Praktisi Hukum. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah 

yang berhubungan dengan judul Skripsi ini, maka di bawah ini akan 

diuraikan kerangka konseptual sebagai  berikut : 
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1. Penegakan sanksi Administrasi adalah penegakan hukum nonjudisial, 

artinya penjatuhan sanksi dijatuhkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, 

atau dengan kata lain penjatuhan sanksi tidak melalui proses sidang di 

Pengadilan. 

2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. (Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 2014). 

3. Pelanggaran Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai 

Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan 

ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam 

maupun di luar jam kerja. (Pasal 1 Ayat (3) PP RI Nomor 53 Tahun 

2010). 

4. Good Governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara bersama-sama, sehingga suatu konsensus yang dicapai 

oleh Pemerintah, Warga Negara, dan sektor swasta bagi 

penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang didukung 

dengan data dan dokumentasi sebagai pelengkap. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang 

dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif.  
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2. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan Skripsi ini 

adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari 

studi kepustakaan (library research) yang merupakan bahan ilmu 

pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain : 

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan : 

1. UUD 1945. 

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian; 

3. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU 

RI Nomor 8 Tahun 1974; 

4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

5. Peraturan pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri sipil. 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

7. Dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum kepegawaian 

dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami 

bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-



 

11 

 

artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan 

masalah hukum anak. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya. 

 

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data 

sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian 

kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip 

buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan,   

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang pertanyaannya 

sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari 

studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain : 

a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti mengenai 

kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari 

kekurangan dan kesalahannya. 

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan. 
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c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada 

setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan 

penulisan. 

 

4. Analisis Data 

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan 

data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk 

menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan 

Skripsi ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengerucutan 

hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan 

metode khusus umum, 

G. Sistematika Penulisan 

 Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab sistematika sebagai berikut : 

 BAB I  : Pendahuluan       

   Berisi dalam menguraikan latar belakang, permasalahan,  

   ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta   

   sistematika penulisan 

 BAB II  : Tinjauan Pustaka 

   Berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya  

   dengan permasalahan yang akan dibahas  

 BAB III : Pembahasan  
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Berisikan tentang penegakan sanksi administrasi terhadap 

 aparatur sipil negara pemerintah kota palembang yang 

 melanggar disiplin dalam upaya mewujudkan good  

 governance  

 BAB IV : Penutup  

   Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

   dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran 
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